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Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepala desa
dalam membangun kesadaran dan meningkatkan
kepatuhan =~ masyarakat  terhadap kewajiban
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Desa Nanga Wera. Kajian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan
data melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, serta studi dokumentasi. Fokus analisis
diarahkan pada strategi komunikasi fiskal dan model
penyuluhan yang dijalankan oleh kepala desa, serta
bagaimana respons warga terbentuk sebagai implikasi
dari interaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyuluhan yang dilakukan kepala desa, baik
melalui forum  formal  maupun  informal,
berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran fiskal.
Dalam pelaksanaanya, efektivitas sosialisasi terthambat
oleh minimnya dukungan dari aparat pajak formal,
ketiadaan media visual, dan keterbatasan kapasitas
administratif. Kepala desa berperan ganda sebagai
komunikator kebijakan sckaligus pendidik fiskal,
meskipun tanpa dukungan teknis yang memadai.
Diskusi dengan tokoh masyarakat turut membantu
membentuk norma sosial pajak, tetapi masih bersifat
elitis dan tidak merata. Ketidakterjangkauan informasi
visual memperkuat ketimpangan literasi fiskal
antarwarga. Temuan ini menckankan pentingnya
kolaborasi antara desa dan otoritas pajak dalam
menciptakan sistem sosialisasi yang lebih adaptif dan
berkelanjutan. Penelitian ini memperkaya kajian
administrasi publik dengan menekankan pentingnya
pendekatan berbasis kepemimpinan lokal dalam
membangun budaya kepatuhan fiskal di perdesaan.

Kata kunci: Pagjak Bumi dan Bangunan, Kepala Desa,
Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Fiskal, Pemerintaban Desa,
Literasi Pajak, Administrasi Publik
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PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan utama dalam pembangunan
nasional dan daerah, memainkan peran strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal
serta mendukung pemerataan kesejahteraan sosial. Di antara berbagai jenis pajak,
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki signifikansi tersendiri karena berbasis
objek tetap yang secara langsung berkaitan dengan hak milik warga atas tanah dan
bangunan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, PBB berfungsi
sebagai instrumen penting untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dasar,
pendidikan, dan pelayanan publik lainnya, terutama di wilayah perdesaan (Abdullah et
al., 2022; Senawi & Osmadi, 2023; Zulkifli et al., 2021). Peningkatan penerimaan
pajak properti memungkinkan pemerintah lokal melakukan investasi pada barang
publik dan layanan sosial yang dapat mendorong pertumbuhan eckonomi dan
pembangunan wilayah (Zulkifli et al., 2021).

Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas
pemungutan PBB di tingkat desa belum mencapai titik ideal. Di berbagai daerah,
pemungutan PBB masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas
administrasi, lemahnya sistem penilaian aset yang akurat, hingga terbatasnya
kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah lokal (Abdullah et al., 2022;
Senawi et al., 2022). Tingkat informalitas ekonomi yang tinggi, jarak geografis dari
pusat pelayanan pajak, dan rendahnya literasi fiskal masyarakat desa turut
memperumit upaya penegakan pajak (Ahmadu & Nukpezah, 2022; Hariandja, 2020).
Bahkan, praktik perpajakan modern masih sering dipandang asing dalam tatanan nilai
masyarakat agraris, sehingga berpotensi menciptakan resistensi kultural terhadap
kewajiban pajak formal (Chen, 2022).

Menjawab kompleksitas ini, kepala desa di Indonesia memegang posisi strategis
sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan dan sosialisasi kebijakan perpajakan lokal.
Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik,
termasuk di dalamnya kewajiban fiskal warga (Himpunan Peraturan Pemerintahan
Desa, 1988; Soeharto, 2002). Dalam kerangka administrasi fiskal lokal, otoritas desa
diberi kewenangan untuk menilai objek PBB, mendistribusikan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT), serta menginformasikan hak dan kewajiban pajak kepada
masyarakatnya (Senawi & Osmadi, 2023). Peran ini membuat kepala desa tidak hanya
sebagai penyambung regulasi, tetapi juga sebagai komunikator moral dan teknis
kebijakan pajak di tingkat akar rumput (Zulkifli et al., 2021).

Kepatuhan warga terhadap kewajiban PBB sangat dipengaruhi oleh sejauh
mana sistem perpajakan dipersepsi adil, manfaat nyata dari pajak dapat dirasakan
langsung, dan proses komunikasinya berlangsung transparan dan partisipatif (Beeri et
al., 2021; Abdullah et al., 2022). Di wilayah pedesaan, dimana interaksi sosial bersifat
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lebih personal dan relasional, pendekatan persuasif dan edukatif dari figur pemimpin
lokal seperti kepala desa terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran fiskal
warga dibandingkan pendekatan koersif (Ahmadu & Nukpezah, 2022). Di sinilah
kepala desa berperan sebagai katalis perubahan, yang melalui forum rapat desa,
kegiatan keagamaan, maupun diskusi informal, dapat menjelaskan pentingnya pajak
sebagai kewajiban moral sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan desa
(Kusumastuti & Musa, 2023; Saptono & Mahmud, 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, beberapa penelitian mencatat tantangan
serius yang dihadapi kepala desa dalam menjalankan peran ini. Tidak sedikit kepala
desa yang tidak memiliki pelatihan atau pengetahuan teknis tentang aspek substantif
perpajakan, sehingga sosialisasi PBB yang dilakukan seringkali bersifat normatif dan
kurang efektif dalam menjawab kebingungan warga (Bradbury, 2022). Tidak hanya
itu, persepsi negatif warga terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam
penggunaan dana pajak kerap menjadi alasan enggan membayar (Beeri et al., 2021;
Abdullah et al., 2022). Dalam beberapa kasus, keterlibatan aktif kepala desa dalam
sosialisasi PBB tetap belum cukup mengubah sikap warga yang sudah terbentuk
karena minimnya pelayanan publik atau ketidakjelasan manfaat konkret dari pajak
yang dibayarkan (Hernandi et al., 2025).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi peran
kepala desa dan hasil aktual yang dicapai dalam peningkatan kepatuhan PBB.
Literatur tentang perpajakan daerah sebagian besar masih terfokus pada kajian makro
dan kuantitatif yang memotret pengaruh struktur pajak terhadap indikator fiskal dan
ckonomi regional. Studi mikro yang secara cksplisit menelaah dinamika sosial,
budaya, dan komunikasi pajak di tingkat desa, terutama dalam kaitannya dengan
kepemimpinan lokal, masih terbatas (Ahmadu & Nukpezah, 2022; Krysovatyy et al.,
2022). Pemahaman atas konteks lokal, relasi sosial antar-aktor desa, dan bentuk
komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi PBB merupakan faktor penentu dalam
keberhasilan pemungutan pajak di daerah terpencil dan marginal.

Salah satu konteks yang relevan untuk dianalisis adalah Desa Nanga Wera,
Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Berdasarkan data sekunder dan observasi
lapangan, desa ini mengalami penurunan persentase realisasi PBB dari tahun ke
tahun, meskipun nominal realisasi stagnan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh
pemerintah desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa, salah satunya melakukan
sejumlah langkah penyuluhan dan distribusi SPPT, namun belum disertai media
visual seperti spanduk atau papan informasi yang dapat memperluas jangkauan
sosialisasi. Warga menyatakan menerima informasi PBB hanya dari rapat desa atau
saat kunjungan perangkat, sementara akses terhadap petugas pajak formal sangat
terbatas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi PBB di Desa Nanga Wera
masih bersifat insidental, informal, dan bergantung pada inisiatif individual perangkat
desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana
peranan kepala desa dalam menyosialisasikan dasar pengenaan dan cara penghitungan
Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat desa. Penelitian ini mengambil studi
kasus di Desa Nanga Wera dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggali
persepsi, praktik, dan tantangan yang dihadapi kepala desa dalam mendorong
kepatuhan fiskal warga. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap
interaksi antara kepemimpinan lokal dan sistem pajak formal, serta penekanan pada
dimensi komunikasi dan edukasi fiskal di level komunitas desa. Studi ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur tentang tata
kelola fiskal lokal berbasis komunitas, sekaligus menyumbang rekomendasi kebijakan
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yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam memperkuat sistem pemungutan pajak di
desa-desa Indonesia.

KAJIAN TEORI
Peranan Kepala Desa dalam Pemerintahan Lokal

Dalam literatur administrasi publik dan pemerintahan lokal, peranan kepala
desa tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai figur sentral
dalam pengambilan keputusan, komunikasi publik, dan mobilisasi warga. Peran
tersebut mencakup dimensi representatif, implementatif, dan mediasi antara
kepentingan negara dan masyarakat lokal (Alvarez & Pennington-Cross, 2023). Peran
kepala desa sering didefinisikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan sosialnya
dalam struktur pemerintahan desa, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai status
yang dimiliki (Soeharto, 2002).

Peran merupakan bagian tugas utama sekaligus “pemain” dalam sistem sosial
yang melaksanakan fungsi tertentu. Peran terdiri atas tiga komponen penting: konsep
peran yang diyakini, harapan dari lingkungan sosial, dan pelaksanaan aktual. Ketika
kepala desa menjalankan peran ini secara efektif, maka ia mampu menjembatani
kebijakan publik dan kebutuhan komunitasnya (Storonyanska et al., 2023).

Dalam konteks perpajakan, kepala desa berperan sebagai penyambung
informasi fiskal antara negara dan masyarakat. Mereka memiliki posisi strategis
sebagai aktor yang dapat menjelaskan nilai penting dari pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) serta menjadikannya bagian dari tanggung jawab bersama demi
kemajuan desa (Malicka, 2021). Peranan ini diperkuat oleh kapasitas kepala desa
dalam menyampaikan nilai dan norma melalui pendekatan yang komunikatif dan
partisipatif, yang memudahkan penerimaan publik terhadap kebijakan fiskal.

Teori Kepatuhan Pajak dan Sosialisasi Fiskal

Beberapa teori digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku kepatuhan
pajak terbentuk dalam konteks pemerintahan lokal. Pertama, Social Contract
Theory menyatakan bahwa warga bersedia membayar pajak sebagai bagian dari
kesepakatan tidak tertulis bahwa pemerintah akan menyediakan layanan publik
sebagai timbal balik (Chen, 2022). Dalam kerangka ini, pajak bukan semata-mata
kewajiban legal, melainkan juga perwujudan relasi timbal balik antara negara dan
warga negara.

Kedua, Theory of Planned Behavior (TPB) menckankan bahwa kepatuhan
pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap kewajiban pajak, norma
sosial yang mendukung kepatuhan, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Gobey &
Matikonis, 2019). Maka, keberhasilan sosialisasi fiskal bergantung pada sejauh mana
pesan-pesan publik dapat mengubah persepsi dan norma yang berlaku di tengah
masyarakat.

Ketiga, pendekatan Public Value Framework menunjukkan bahwa kepala
desa sebagai pemimpin lokal memiliki peran dalam membangun kepercayaan publik
terthadap sistem perpajakan. Melalui nilai-nilai  publik seperti transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan, mereka dapat mendorong warga untuk lebih patuh
(Bischoff & Wimberger, 2023).

Sementara itu, sosialisasi fiskal dalam literatur didefinisikan sebagai proses
internalisasi nilai-nilai perpajakan oleh masyarakat. Sosialisasi yang baik dapat
mengubah pandangan individu dari ketidaktahuan atau ketidakpedulian menjadi
pemahaman dan kepatuhan. Dalam konteks desa, sosialisasi melalui pendekatan
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informal seperti rapat, pengajian, atau diskusi bersama tokoh masyarakat menjadi
sarana efektif untuk menyampaikan pesan pajak yang relevan.

Strategi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas pemungutan PBB diukur dari sejauh mana target penerimaan pajak
tercapai sesuai dengan potensi objek dan subjek pajak yang ada di wilayah tersebut.
Efektivitas organisasi publik termasuk sistem pemungutan pajak tergantung pada tiga
faktor: pencapaian tujuan, keterpaduan sistem, dan perilaku manusia dalam
organisasi. Dalam hal ini, aparat desa berperan penting dalam memastikan proses
pemungutan berjalan optimal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengadopsi tiga pendekatan, yaitu
Official Assessment, Self Assessment, dan Withholding System (Mardiasmo,
1997). Sistem yang digunakan dalam PBB sebagian besar bersifat official assessment,
di mana pemerintah menetapkan besaran pajak yang harus dibayar. Namun dalam
praktiknya, efektivitas sistem ini masih tergantung pada keakuratan data objek pajak
dan kesadaran masyarakat untuk membayar.

Sarana dan petugas pemungut pajak juga menjadi variabel penting.
Keterbatasan dalam fasilitas administrasi, pengolahan dokumen, hingga pengawasan
teknis, sering kali menjadi hambatan utama dalam pemungutan PBB di desa (LAN,
1994). Oleh karena itu, pengawasan internal desa untuk memastikan keakuratan data
dan ketaatan prosedural menjadi sangat penting dalam menjamin penerimaan PBB.

Di sisi lain, keberhasilan pemungutan sangat ditentukan oleh sinergi antara
perangkat desa dan warga. Ketika kepala desa memiliki strategi penyuluhan dan
pendekatan komunikasi yang efektif, maka akan tercipta kesadaran kolektif bahwa
PBB adalah kontribusi penting bagi pembangunan lokal.

Komunikasi Fiskal dan Kepatuhan Wajib Pajak

Komunikasi publik dalam konteks perpajakan menjadi sarana penting untuk
membentuk pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Beeri et
al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan yang partisipatif dan edukatif dalam
menyampaikan informasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Misalnya,
penggunaan media visual seperti spanduk, papan informasi, atau forum diskusi
terbuka terbukti memperkuat pesan fiskal dan menjangkau berbagai segmen
masyarakat.

Abdullah et al. (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik yang
dirasakan warga juga berpengaruh pada kemauan mereka untuk membayar pajak. Jika
warga melihat pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas desa

yang nyata, maka kemungkinan besar mereka akan lebih kooperatif dalam membayar
PBB.

Strategi edukatif seperti penyuluhan langsung, simulasi manfaat pajak, atau
kampanye sosial menjadi elemen penting dari proses sosialiasi. Elliott (2022)
menambahkan bahwa melalui forum komunitas dan pelatihan terpadu, tingkat
pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban fiskal dapat meningkat
signifikan.

Namun demikian, rendahnya literasi fiskal dan ketidakpahaman teknis tentang
mekanisme PBB sering menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kepala desa harus
mengambil peran sebagai fasilitator literasi fiskal dengan menyampaikan informasi
dalam bahasa lokal yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks warga desa.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif —untuk
mengeksplorasi secara mendalam peranan kepala desa dalam penyuluhan dan
sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera,
Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan fenomena
sosial dan kepemimpinan publik yang kompleks, serta memungkinkan pemahaman
yang utuh terhadap dinamika lokal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif
(Creswell, 2014; Yin, 2011). Studi kualitatif deskriptif banyak digunakan dalam
penelitian administrasi publik untuk mengungkap persepsi, pemaknaan, dan praktik
sosial aktor lokal dalam konteks kebijakan fiskal, seperti dalam studi-studi serupa di
bidang pengelolaan pajak desa (Al'libani et al., 2024; Hamzah et al., 2023).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala desa dalam
konteks pelaksanaan kebijakan fiskal lokal, dengan fokus pada strategi sosialisasi,
komunikasi publik, dan edukasi wajib pajak terkait PBB. Data utama diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, yang dipilih melalui
teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan pengetahuan, posisi strategis, dan
keterlibatan langsung dalam kegiatan pemungutan PBB (Ummah & Choiriyah, 2023;
Eprilianto et al., 2023). Informan yang diwawancarai antara lain Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Kepala Dusun, perangkat desa yang terkait dengan urusan pajak,
serta beberapa warga yang menjadi wajib pajak aktif maupun pasif. Teknik pemilihan
informan ini bertujuan untuk mendapatkan keberagaman perspektif yang relevan dan
otentik, sesuai dengan karakteristik sosial desa yang plural dan berlapis.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi
metode, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi administratif desa.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberi ruang bagi eksplorasi
narasi pengalaman dan persepsi subjektif dari informan (Miles, Huberman, &
Saldafia, 2014). Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator konseptual dari
peran kepala desa, efektivitas komunikasi fiskal, dan tingkat keterlibatan warga dalam
sosialisasi pajak. Observasi dilakukan dengan mencermati proses distribusi SPPT,
interaksi langsung antara aparat desa dan warga dalam forum desa, serta keberadaan
media informasi fiskal seperti spanduk, papan informasi, atau selebaran pajak.
Dokumentasi yang dikaji meliputi data realisasi PBB dari tahun 2019 hingga 2024,
salinan surat edaran pajak, berita acara rapat desa, serta agenda musyawarah desa
yang berkaitan dengan urusan keuangan publik.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis menggunakan pendekatan
thematic analysis, yaitu dengan mengidentifikasi pola, kategori, dan tema kunci dalam
narasi dan dokumen yang tersedia (Braun & Clarke, 2006; Indratno et al., 2024).
Tahapan analisis dilakukan secara berjenjang, dimulai dati gpen coding untuk mengenali
fragmen penting, axial coding untuk membangun hubungan antar konsep, dan selective
coding untuk menyusun temuan utama dalam kerangka interpretatif. Analisis ini
bertujuan untuk mengungkap bagaimana peran kepala desa dijalankan, tantangan
yang dihadapi dalam komunikasi pajak, dan bagaimana warga menanggapi sosialisasi
tersebut dalam konteks lokal. Sebagian data dokumentasi dianalisis menggunakan
content analysis untuk menggali makna tersirat dari teks kebijakan dan komunikasi
publik yang digunakan dalam penyuluhan fiskal (Taffon et al., 2018; Widiyaningrum
& Riaji, 2023).

Agar validitas data terjaga, peneliti menerapkan empat kriteria validitas
naturalistik sebagaimana dikembangkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu
credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Credibility dijaga melalui teknik
triangulasi sumber dan metode, serta member checking, yakni dengan mengonfirmasi
kembali hasil interpretasi wawancara kepada informan utama. Transferability dijaga
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melalui deskripsi konteks sosial dan budaya desa secara rinci agar pembaca dapat
menilai keterpindahannya ke konteks lain yang relevan. Dependability ditingkatkan
melalui pencatatan sistematis prosedur penelitian dan audit trail yang memungkinkan
peninjauan ulang terhadap proses pengambilan keputusan selama penelitian.
Sedangkan confinnability dipastikan dengan menjaga objektivitas analisis dan
menghindari bias interpretatif melalui diskusi temuan dengan rekan sejawat dan
pembimbing metodologi.

Terkait dengan etika penelitian, peneliti menjunjung tinggi prinsip znformed
consent, anonymity, dan confidentiality. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai
tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian, serta hak mereka untuk menolak atau
menghentikan partisipasi kapan pun. Nama dan identitas informan disamarkan
dengan kode khusus untuk menjaga kerahasiaan data. Peneliti juga menghindari
pertanyaan yang bersifat mengganggu atau memicu trauma, serta tidak memaksakan
pendapat dalam interpretasi data. Etika lokal juga diperhatikan, seperti izin kepada
tokoh adat sebelum melakukan observasi dan wawancara, serta penggunaan bahasa
yang sopan dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala
Desa Nanga Wera merupakan mekanisme utama dalam menyampaikan informasi
terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat. Penyuluhan ini
berlangsung melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal, seperti rapat
desa, kegiatan gotong royong, pengajian, serta koordinasi internal dengan perangkat
desa. Pola ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan desa berfungsi sebagai simpul
komunikasi fiskal utama di tingkat lokal, terutama dalam konteks pedesaan dengan
keterbatasan kehadiran aparat pajak supradesa.

Secara empiris, pendekatan penyuluhan tersebut berkontribusi pada
terbentuknya kesadaran normatif warga mengenai kewajiban membayar PBB.
Berdasarkan data kuantitatif realisasi PBB periode 2019-2024 menunjukkan bahwa
meskipun nilai nominal penerimaan relatif stabil, persentase capaian terhadap target
justru mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyuluhan yang
ada belum cukup efektif untuk mendorong peningkatan kepatuhan secara
berkelanjutan. Dengan kata lain, penyuluhan berhasil menciptakan awareness, tetapi
belum sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi perilaku kepatuhan fiskal yang
konsisten.

Temuan ini sejalan dengan literatur administrasi publik yang menempatkan
kepala desa sebagai aktor strategis dalam proses sosialisasi kebijakan publik,
khususnya di wilayah pedesaan (Socharto, 2002). Dalam perspektif teori peran, kepala
desa menjalankan aspek dinamis dari kedudukannya ketika secara aktif
menyampaikan pesan-pesan fiskal kepada warga. Dalam penerapanya, efektivitas
peran tersebut sangat bergantung pada kesesuaian antara konsep peran yang
dipahami kepala desa, harapan masyarakat, dan pelaksanaan nyata di lapangan.

Penyuluhan merupakan bagian dari proses sosialisasi nilai dan norma
perpajakan,  yaitu = mekanisme  pembelajaran  sosial  yang  bertujuan
menginternalisasikan kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga
negara. Ketika sosialisasi tidak dilakukan secara sistematis, berulang, dan didukung
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media yang memadai, maka potensi terjadinya perlawanan pajak pasif akibat
ketidaktahuan atau ketidakpahaman menjadi lebih besar.

Penyuluhan berbasis kepemimpinan personal perlu ditransformasikan menjadi
mekanisme kelembagaan yang lebih terstruktur. Tanpa standar materi, media
pendukung, dan evaluasi berkala, efektivitas penyuluhan sangat bergantung pada
kapasitas individu kepala desa, schingga rentan terhadap fluktuasi kinerja dan
keberlanjutan program. Indikator tersebut menjelaskan mengapa kesadaran PBB di
Desa Nanga Wera belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kepatuhan yang
optimal.

Diskusi Kepala Desa dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diskusi antara kepala desa, tokoh
masyarakat, dan wajib pajak berlangsung secara sporadis dan belum
terinstitusionalisasi. Diskusi biasanya terjadi dalam forum rapat desa atau pertemuan
informal, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh sosial. Meskipun
diskusi ini membuka ruang dialog, intensitas dan kedalamannya belum merata di
seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang secara sosial atau ekonomi
berada pada posisi rentan.

Dalam perspektif governance partisipatif, pelibatan tokoh masyarakat dalam
diskusi kebijakan publik merupakan strategi penting untuk membangun legitimasi
dan memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan (Socharto, 2002). Tokoh
lokal berperan sebagai gpinion leader yang dapat memengaruhi persepsi dan perilaku
warga terhadap kebijakan pajak. Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa peran tersebut belum dioptimalkan secara sistematis.

Berbagai sumber dalam administrasi publik meneckankan bahwa partisipasi
masyarakat dalam kebijakan fiskal tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga
memperkuat rasa memiliki (sezzse of ownership) terhadap hasil pembangunan. Dalam
konteks PBB, diskusi yang mendalam mengenai manfaat pajak, mekanisme
perhitungan, dan penggunaan dana dapat meningkatkan kepatuhan melalui
mekanisme internalisasi nilai, bukan semata-mata karena tekanan administratif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskusi PBB di Desa Nanga Wera masih
lebih bersifat informatif daripada deliberatif. Warga lebih banyak menerima informasi
satu arah, sementara ruang untuk klarifikasi teknis dan ekspresi keberatan relatif
terbatas. Hal ini berpotensi mempertahankan kesenjangan informasi, terutama terkait
pemahaman dasar pengenaan dan cara penghitungan PBB.

Perlunya penguatan forum diskusi yang bersifat reguler dan inklusif menjadi
salah satu temuan dari penelitian ini. Diskusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana
penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi persepsi dan
pembangunan kepercayaan. Tanpa diskusi yang memadai, risiko ketidakpercayaan
dan resistensi sosial terhadap pajak tetap tinggi, khususnya di desa dengan struktur
sosial yang heterogen.

Ketiadaan Informasi Langsung dari Aparat Pajak dan Beban Edukasi pada
Pemerintah Desa

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah tidak adanya informasi
langsung dari aparat pajak di luar pemerintah desa kepada wajib pajak di Desa Nanga
Wera. Ketiadaan ini menyebabkan beban edukasi perpajakan sepenuhnya ditanggung
oleh aparatur desa, terutama kepala desa dan sekretaris desa. Kondisi ini berdampak
pada meningkatnya kebingungan masyarakat terkait aspek teknis PBB, termasuk
perubahan nilai pajak dan prosedur administrasi.
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Peran aparat pajak formal dipandang krusial dalam mendukung sistem
pemungutan, terutama pada sistem officzal assessment yang menuntut keakuratan data
dan pemahaman wajib pajak (Mardiasmo, 1997). Ketika peran ini tidak hadir di
tingkat desa, maka tetjadi institutional gap yang menggeser fungsi teknokratis ke aktor
lokal yang tidak selalu memiliki kapasitas memadai.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi vertikal antara pemerintah desa
dan otoritas pajak daerah. Pengawasan dan pembinaan merupakan fungsi penting
pimpinan untuk menjamin kebijakan berjalan sesuai rencana. Ketiadaan
pendampingan teknis dari otoritas pajak menunjukkan bahwa fungsi pembinaan
belum berjalan optimal.

Implikasinya, kepala desa diposisikan tidak hanya sebagai komunikator
kebijakan, tetapi juga sebagai problem solver teknis perpajakan. Konsep tersebut,
menghindari risiko kesalahan informasi, menurunkan kualitas layanan pajak, sehingga
berdampak pada melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan
secara keseluruhan. Pada akhirnya, efektivitas pemungutan PBB tidak dapat hanya
mengandalkan kapasitas desa, tetapi memerlukan dukungan kelembagaan lintas level
pemerintahan.

Ketiadaan Media Visual dan Implikasi terhadap Efektivitas Sosialisasi PBB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat media visual seperti
spanduk atau papan informasi PBB di ruang publik Desa Nanga Wera. Sosialisasi
PBB sepenuhnya bergantung pada komunikasi lisan yang dilakukan oleh aparatur
desa. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jangkauan informasi, terutama bagi
warga yang jarang mengikuti rapat atau kegiatan desa.

Media visual berfungsi sebagai penguat pesan (wessage reinforcement) yang
membantu mempercepat pemahaman dan memperluas jangkauan sosialisasi.
Ketidakhadiran media visual menunjukkan adanya kesenjangan antara rekomendasi
teoritis dan praktik sosialisasi fiskal di tingkat desa. sedangkan, media visual relatif
murah, mudah diakses, dan dapat menjangkau masyarakat secara berkelanjutan tanpa
kehadiran fisik aparatur.

Sosialisasi yang efektif harus mampu menjelaskan kewajiban pajak secara
sederhana dan berulang. Ketika informasi hanya disampaikan secara lisan, risiko
distorsi pesan dan lupa menjadi lebih besar, terutama di masyarakat dengan tingkat
literasi fiskal yang beragam.

Media tersebut tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga simbolik, yaitu
menegaskan bahwa PBB merupakan agenda bersama pemerintah dan masyarakat.
Tanpa simbol-simbol visual yang konsisten, pesan pajak cenderung dipersepsi sebagai
isu administratif sementara, bukan kewajiban kolektif yang berkelanjutan. Integrasi
media visual dalam strategi sosialisasi PBB merupakan tahapan yang sangat krusial
dalam melaksanakan penyuluhan.

Peran kepala desa dalam sosialisasi PBB di Desa Nanga Wera bersifat
signifikan namun belum optimal. Kepala desa telah menjalankan fungsi komunikasi,
fasilitasi, dan koordinasi sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin lokal
(Himpunan Peraturan Pemerintahan Desa, 1988; Socharto, 2002). Keterbatasan
kapasitas administratif, ketiadaan dukungan teknis dari aparat pajak, serta minimnya
sarana sosialisasi menyebabkan efektivitas peran tersebut belum mampu
meningkatkan kepatuhan PBB secara konsisten.

Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual wajib pajak,
tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan komunikasi kebijakan di tingkat lokal.
Penguatan peran kepala desa perlu ditempatkan dalam kerangka sistemik yang
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melibatkan reformasi administrasi, koordinasi lintas institusi, dan inovasi sosialisasi.
Kegiatan berikutnya yang harus ditempuh oleh pemerintah Desa Nanga Wera yaitu
dengan melaksanakan penguatan kapasitas kepemimpinan desa, perbaikan
mekanisme sosialisasi, serta integrasi peran pemerintah desa dan otoritas pajak dalam
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan PBB di wilayah perdesaan.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa
Nanga Wera Kabupaten Bima sangat krusial, namun belum optimal. Kepala desa
berfungsi sebagai aktor sentral dalam penyuluhan, diskusi publik, dan mediasi
informasi fiskal, menggantikan fungsi teknis yang seharusnya diemban oleh aparat
pajak formal. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum seperti rapat desa,
pengajian, dan gotong royong, namun pelaksanaannya masih bersifat personal dan
belum didukung oleh sistem komunikasi pajak yang standar.

Temuan menunjukkan bahwa diskusi antara kepala desa dan masyarakat turut
membangun literasi pajak berbasis komunitas, meskipun masih terbatas pada
kelompok tertentu. Ketidakhadiran petugas pajak formal di desa memperkuat beban
informasional pada aparatur desa, memperlihatkan adanya kesenjangan struktural
dalam sistem penyuluhan pajak. Media komunikasi visual seperti billboard atau
spanduk belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat sosialisasi.

Kepala desa sangat penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi fiskal,
membangun kemitraan sinergis antara desa dan otoritas pajak, serta menghadirkan
inovasi media sosialisasi yang kontekstual dengan budaya lokal. Kontribusi penelitian
ini terletak pada pengayaan literatur administrasi publik dan pajak desa, khususnya
pada aspek kepemimpinan lokal dan strategi penyuluhan di masyarakat agraris. Untuk
pengembangan studi lebih lanjut, disarankan penelitian dengan pendekatan
komparatif antar desa, serta evaluasi efektivitas media sosial dan teknologi digital
sebagali alternatif edukasi fiskal di wilayah perdesaan
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